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ABSTRAK
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  Pengadilan Terhadap Tanah Tumpang Tindih).
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(E) Isi :

Semakin meningkatnya kebutuhan atas tanah bagi masyarakat, semakin
dibutuhkannya jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan. Sesuai
dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, disampaikan
bahwa Pemerintah memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum
bagi pemilik dari hak atas tanah dengan diadakannya pendaftaran tanah di
seluruh wilayah di Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan
Pemerintah. Dalam mempertahankan kepemilikan hak atas tanah
dibutuhkannya bukti atas kepemilikan atas tanah, hal tersebut dapat
dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat atas nama pemilik tanah oleh
Badan Pertanahan Nasional. Kelalaian dalam penerbitan sertifikat hak atas
tanah dapat menimbulkan adanya sengketa, permasalahan yang timbul akibat
kelalaian Badan Pertanahan Nasional ialah adanya seritifkat yang tumpang
tindih (overlapping) kepemilikannya. Kedua belah pihak merasa sama-sama
memiliki dan menguasai sebidang tanah tersebut, dikarenakan kedua belah
pihak sama-sama memiliki sertifikat hak atas tanah dengan objek sebidang
tanah yang sama. Permasalahannya ialah bagaimana perlindungan hukum
dan upaya hukum penyelesaiannya bagi pemilik tanah yang memiliki
permasalahan tumpang tindih (overlapping) kepemilikan hak atas tanahnya
sesuai dengan putusan pengadilan. Permasalahan ini diteliti dengan
menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian terkait
putusan yang diteliti, yaitu salah satu pihak tidak memeriksa secara teliti
mengenai kondisi fisik dari tanah yang dikuasainya, putusan selanjutnya
salah satu pihak tidak dapat membuktikan kepemilkan haknya dengan
menunjukan sertifikat hak atas tanah sebagai landasan haknya, dan dalam
putusan lainnya kedua belah pihak memiliki sama-sama alas hak yaitu
sertifikat hak atas tanah namun data yang dimiliki oleh salah satu pihak tidak
dapat dibuktikan dengan kuat. Badan Pertanahan Nasional berperan penting
dalam pemeriksaan mengenai data yuridis dan data fisik dari bidang tanah
yang didaftarkan kepemilikan haknya. Penyelesaian permasalahan tumpang
tindih (overlapping) kepemilikan hak atas tanah ini dapat diselesaikan
melalui jalur non litigasi dan litigasi dengan melalui Pengadilan Umum atau
Pengadilan Tata Usaha Negara.

(F) Daftar Acuan : 36 Buku (1986-2022), 11 Jurnal, 4 Peraturan Perundang-
  Undangan, 3 Putusan.
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(A) Name : Teressyavira Luvianti; NIM: 217212033
(B) Thesis Title : Legal Protection for Land Owners with Overlapping

  Ownership (Case Study Decision Court Against
  Overlapping Land).

(C) Page : xvi + 171 + 2023
(D) Keywords : Overlap, Double Certificates, Land.
(E) Content :

 The increasing need for land for the community, the greater the need for
guarantees of legal certainty in the land sector. In accordance with Article
19 paragraph (1) of the Basic Agrarian Law, it is stated that the Government
provides legal protection and legal certainty for owners of land rights by
holding land registration in all regions in Indonesia according to the
provisions regulated by Government Regulations. In maintaining ownership
of land rights, proof of land ownership is required, this can be proven by
issuing a certificate in the name of the land owner by the National Land
Agency. Negligence in issuing land title certificates can give rise to disputes.
The problem that arises as a result of the National Land Agency's negligence
is the existence of certificates of overlapping ownership. Both parties feel that
they equally own and control the plot of land, because both parties both have
certificates of land rights with the same plot of land. The problem is how to
provide legal protection and legal remedies for land owners who have
overlapping ownership rights to their land in accordance with court
decisions. This problem was researched using normative legal research
methods. The results of the research related to the decision studied were that
one party did not carefully examine the physical condition of the land he
controlled, the next decision was that one party was unable to prove
ownership of his rights by showing a land title certificate as the basis for his
rights, and in other decisions both parties have the same basis of rights,
namely a land title certificate, but the data held by one of the parties cannot
be firmly proven. The National Land Agency plays an important role in
examining the juridical data and physical data of land parcels whose
ownership rights are registered. Resolving the issue of overlapping
ownership of land rights can be resolved through non-litigation and litigation
through the General Court or State Administrative Court.
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